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ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Asas Ultimum Remidium pada Tindak Pidana
Lingkungan Hidup dilatar belakangi oleh semakin banyaknya kasus tindakpidana
lingkungan hidup serta adanya asas Ultimum Remidium yang dianggap
menghambat fungsi hukum pidana di dalam Undang-Undang no 32 Tahun 2009.

Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui bagaimana aturan
pemberlakuan asas Ultimum Remidium pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup
dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua untuk mengetahui bagaimana rumusan
Sanksi Adminitratif pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan
Hidup.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode
penelitian normatif yang merupakan penelitian studi kepustakaan, yaitupenelitian
tentang peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan isi
dari materi yang dibahas.

Berdasaran hasil penelitian dapat disimpulkan pertama: Pasal 100 ayat
2 Undang- undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup m enerapkan asas ultimum remedium yang mana tercantum
dalam penjelasan pada angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadikan
pemberlakuan penegakan hukum pidana menjadi upaya terakhir apabila
pemberlakuan penegakan hukum administrasi telah dianggap gagal. Kedua:
Sanksi administrasi lingkungan adalah tentang efektifitas dan efisiensi dalam
penegakan hukum lingkungan. Adapun berbagai macam jenis sanksi
administratif yaitu : Teguran tertulis, Paksaan pemerintah, Pembekuan izin
lingkungan, Pencabutan izin lingkungan.

Kata kunci: Hukum Lingkungan, Asas Ultimum Remidium, Hukum Pidana
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A. Pendahuluan

Di indonesia
permasalahan Lingkungan Hidup
telah  banyak terjadi  yakni

meluapnya semburan  lumpur
panas di daerah sidoarjo jawatimur
sejak 2006 banjir bandang di
beberapa daerah wasior papua
2010, garut jawa barat 2011.2
Munculnya kasus kasus
Lingkungan Hidup yang timbul di
indonesia ataupun di  manca
negara tidak dapat dilepaskan dari
sikap eksploitatif manusia,yang
mana masih tidak terlepas dari
manusia

pandangan  bahwa

dianggap paling menentukan
dalam tatanan ekosistem. sebagai
hasilnya kini telah banyak terjadi
berbagai macam  krisis  di
lingkungan antra lain: krisis air

bersih, krisis udara bersih, satwa

2 Muhammad Akib, Hukum Lingkungan
PerspektifGlobal dan
Nasional,Jakarta:PTraja Grafindo Persada,
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dan sebagainya hal tersebut merupakan
kontributor bagi krisis yang terjadi di
global.?
Permaslahan Lingkungan
Hidup tersebut banyak menimbulkan
kerugian  baik  materiill  maupun
imateril,seperti halnya kejadian lumpur
lapindo di sidoarjo yang  mana
merendam ribuan rumah warga dan
menimbulkan kerugian materil serta
korban jiwa bagi para korban. Pada
bulan april 2001 Komisi Hak Asasi
Manusia PBB menyampaikan Bahwa
setiap orang
mempunyaihak untuk hidup di dunia
yang mana bebas dari sebuah
polusibahan bahan beracun dan
degradasi Lingkungan Hidup.
Keputusan itu merupakan yang
pertama, Komisi tersebut mengaitkan

antara Lingkungan Hidup dengan Hak

Asasi Manusia. Pengrusakandan



Edisi Revisi, 2016,hal.6
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Pemusnahan suatu
ekosistem(ecocid e) oleh ulah
manusia dan juga mereka yang

ikut  serta membuat suatu
kebijkakan dan mengonsumsinya
Urgensi

secara masif.?

Pembentukan UUPPLH yang
mana sebagai pengganti dari
Undang--Undanng nomor 23
Tahun 1997 jelastergambar pada
konsiderannya yakni : (a) Bahwa
Lingkungan Hidup yang baik
dansehat adalah hak asasi.
setiap warga negara
indonesia sebagaimana telah dia
manatkan pada pasal 28HUndang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.*

Namun pada penegakan

Hukum Pidana lingkungandengan

dirumuskannya Pasal 100

3 Ibid.,hal.1.
*https://bencoolentimes.com/ecocid
e-kejahatan- lingkungan-hidup-dan-
pelanggaran-hak-asasi- manusia
Diakses 10 maret 2021
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ayat (2) Undang-undang No
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
selanjutnya dimana pada penjelasan
angka 6 Undang-Undang No 32 Tahun
2009  tentang Perlindungan  dan
Pengelolaan Lingkungan  Hidup,
yang mana intinya yaitu
penegakan Hukum Pidana lingkungan

ha nya dapat diberlakukan jika

penerapan penegakan hukum
administrasi telah dianggap gagal.
Dari  pemberlakuan  tersebut

akan menyulitkan para penegak hukum

pada  penegakan Hukum  Pidana
lingkungan, dandapat menghalangi para
penegak hukumdalam melakukan tugas
penegakan hukum lingkungan, selain
daripada itu juga bisa membuat rugi

lingkungan karena terhadap pelaku

pelanggaran baku mutu air limbah,



emisi, dan gangguan yang
didahulukan pemberian sanksi
administartif, artinya tidak ada
efek jera untuk pelaku yang
melakukan pelanggaran  baku
mutu air limbah, emisi, dan
gangguan. pemberl akuan sanski
adminsitratif ini efektif jika
langsung dipatuhi dan tidak
diulangi perbuatan serupa, akan
tetapi ketika tidak dipatuhi atau
setelah dipatuhi lalu meng ulangi
perbuatan serupa, tentu hal ini
akan lebih membuat rusak

Lingkungan Hidup.

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas maka

dapat  disimpulkan  sebuah

pertanyaan:

1. Bagaimana aturan
emberlakuan asas
ultimum remidium pada

Tindak Pidana Lingkungan

Hidup dalam Undang-Und
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ang Nomor 32 tahun 2009 tentang P
erlindungan dan

PengelolaanLingkunga n Hidup ?

. Bagaimana rumusan sanksi

administratif pada Tindak Pidana
Lingkungan Hidup dalam Undang-
Undang Nomor 32 tah un 2009
tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana

aturanpemberlakuan asas Ultimum
Remidiumpada Tindak Pidana
Lingkungan Hidupdalam Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2009
tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

. Untuk mengetahui bagaimana

rumusanSanksi Adminitratif pada
Tindak PidanaLingkungan Hidup
dalam Undang- Undang Nomor 32
tahun 2009 tenta ng Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup.



D. Metode Penelitian
Pendekatan Masalah

Jenis pendekatan yang digunakan
adalah yuridis normatif, yaitu
penelitian hukum yang mana
dilakukan dengan suatu cara
meneliti  perundangan-undangan
sebagai bahan hukum primer
sedangkan buku, jurnal, dokumen
sebagai bahan hukum sekunder
serta website sebagai bahan
hukum tersier. Penelitian hukum
normatif yang dilakukan pada
peraturan perundang- undangan
yang berkaitan dengan asas
ultimum remidium pada Tindak
Pidana Lingkungan Hidup dalam
Undang-Undang Nomor 32 tahun

2009 tentang Perlindun gan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan

penulis adalah penulisan yang
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bersifat Preskriptif penelitian dengan
tujuan untuk memberikan pandangan
ataupun gambaran dalam merumuskan
masalah sesuai dengan fakta yang ada.
Penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif yang artinya menjadikan
undang-undang menjadi suatu landasan
sumber bahan hukum utama (primer).
Dengan hal ini materi pembahas di
dasarkan pada buku, dokumen,
ensiklopedia, makalah, jurnal, artikel

dan surat kabar yang mana membahas

terkait dengan penelitian.

E. Pembahasan

Pada Undang-undang No 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan

Lingkungan Hidup

terdapat asas Ultimum Remedium,
yang mana sebelum berlakunyaUndang-
undang No 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan  Hidup, yang mana

sebelumnya yaitu Undang-undang No 4



Tahun 1982 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Lingkungan

Hidup yang setelahnya

mana tercantum dalam

penjelasan umum angka 6
Undang-undang No 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup, alasan penggantian asas
subsidaritas bisa kitalihat dalam
naskah akademik RUU PPLH,
bahwa asas subsidaritas adalah
salah satu masalah dalam
pemberlakuan hukum lingkungan
dikarenakan kekaburan makna
asas tersebut, maka dari itu asas
subsidaritas dihapus kemudian
diganti dengan asas Ultimum
Remedium dandipertegas bahwa
asas  tersebut hanya  bisa
diberlakukan pada delik formil
tertentu

yaitu tentang

pelanggaran pada baku mutu air
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Asas Ultimum Remedium terdapat pada

penjelasan angka 6 Undang-Undang No

digeftadrom 2009 tentmegjRdrliiddaggaldatang No 23 Tahun

Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang

berbunyi : Penegakan Hukum Pidana
dalam Undang-Undang ini
memperkenalkan ancaman  hukuman

minimum di  samping maksimum,
perluasan alat bukti, pemi danaan bagi
pelanggaran baku mutu, keterpaduann
penegakan ~ Hukum  Pidana, dan
pengaturan tindak pidana korporasi.
Penegakan Hukum Pidana ling
kungan tetap mengikuti asas Itimum
Remedium yang mana penerapan pen
egakan Hukum Pidana diwajibkansebagai
setelah

terakhir penerapan

upaya
penegakan hukum administrasi dianggap
gagal Penerapan asas
Ultimum Remedium ini hanya
diberlakukan untuk tindak pidana formil
tertentu, yaitu : terhadap pelanggaran

baku mutu air limbah, emisi, dan



limbah, emisi dan gangg uan.’

>DR. Syahrul Machmud, Op. Cit, HIm. 1,
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gangguan.

Pada intinya asas Ultimum
Remedium ini mengatur tentang
Pidana

menegakkan ~ Hukum

lingkungan ~ menjadi upaya
terakhir apabila pemberlakuan
hukum administrasi  dianggap
gagal.

Sanksi hukum
administrasi adalah sanksi hukum
yang bisa dijatuhkan oleh pejabat
pemerintah dengan tidak melalui
proses pengadilan kepada
seseorang atau kegiatan usaha
yang melakukan upaya melanggar
hukum lingkungan administrasi.
Terdapat Beberapa contoh dari
pelangga ran hukum lingkungan
administrasi  yaitu mmbuka
tempat usaha tanpa memilik izin
yang dibutuhkan, kegiatan usaha
contohnya industri, hotel, atau

rumah sakit, yang membuang air

limbah tanpa izin atau
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pembuangan air limbah, kegiatan usaha
telah mempunyai izin membuanglimbah
tetapi  jumlah  atau  konsentrasi
pembuangan air limbahnya melewati
baku mutu air limbah yang tertulis pada
izin pembuangan air limbahnya, atau
melaku kan kegiatan usaha yang
mewajibkan Amdal, tapi tidak atau
belum menuntaskan dokumenAmdalnya.
Undang-undang No 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup atau UUP PLH di
dalamnya memuat beberapa jenis sanksi

hukum administrasi yang tertulis pada

pasal 76 ayat (2) yaitu:

1. Teguran terulis
2. paksaan pemerintah
3. pembekuan izin lingkungan
4. pencabutan izin lingkungan
Pada draf awal tercantumsanksi
uang paksa, namun anggota- anggota
DPR yang sekaligus anggota Panitia

Kerja RUU PPLH memberi usul



supaya sanksi uangpaksa dihapus
dengan alasan membuat khawatir
pelaksanaannya akan dimanfa
atkan oleh para pejabat yang
mempunyai kewenangan atau
dengan arti lain pejabat yang
berwenang. hal ini bisa dihindari
dengan cara membuat ketentuan
paksaan pada RPP tentang sanksi

administrasi yang memberi batas

diskresi bagi para pejabat
penegak  hukum  lingkungan
administrasi.

Tidak adanya sanksi uang paksa
sangat disesalkan karena uang
paksa merupakan alternatif bagi
paksaan pemerintah. Uang paksa
bisa jadi alat yang efektif untuk
memaksa para pelaku usaha agar
patuhi  aturan-aturan  hukum
lingkungan administrasi karena
jika melanggar, mereka akan

kehilangan profit yang diharap

dengan wajib membayar sejumlah
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uang. Namun pasal 81 Undang-undang
No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
memiliki ketentuan yang menjadi dasar
hukum untuk para pejabat yang
memberikan izin lingkungan ataupun
para penegak hukum lingkungan
administrasi untuk memberl akukan
sanksi denda untuk setiap keterlambatan
melakukan sanksi paksaan pemerintah.
Oleh karena itu, Undang- undang No 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat

lima jenis sanksi hukum administrasi

yaitu:

1. Teguran tertulis

2. Paksaan pemerintah

3. Denda Pembekuan izin lingkungan

4. Pencabutan izin lingkungan

F. Penutup Kesimpulan

1. Dalam penegakan Hukum

Lingkungan di Indonesia

yang meliputi



bidang Hukum Administrasi berhasil.

Negara, bidangHukum Perdata dan bidang HukumPidana. Penegakan Hukum Pida
2. Sanksi administrasi lingkungan

“ Setiap orang yang melanggar
adalahtentag efektifitas dan

baku mutu air limbah, baku
efisiensi padapenegakan hukum

mutu emisi, atau baku mutu .
lingkungan. Terd apat

gangguan dipidana, dengan

beberapa jenis-jenis
pidana penjara paling lama 3

sanksiadministratif yaitu :

(tiga) tahun dan denda paling )
1. Teguran tertulis.

banyak Rp3.000.000.000,00
2. Paksaan pemerintah.

(tiga miliar rupia h). ”
3. Pembekuan izin lingkungan.

Selanjutnya pada Pasal 100 ayat 4. Pencabutan izin lingkungan
(2) berbunyi : Sementara itu pada Peraturan Menteri

No. 27 Tahun 2012 tentang Izin

13

Tindak pidana sebagaimana

Lingk bahk ‘o
dimaksud pada ayat (l)hanya ll’lg ungan menamoankan Jems

. . sanksi administrasi dengan ketentuan
dapat dikenakan apabila 8

. . denda administrasi,  yaitu
sanksi  administratif yang

memberikan beban kewajiban agar
telah

melakukan pembay aran sejumlah
dijatuhkan tidak dipatuhi atau

uang, dengan alasan terlambat
pelanggaran dilakukan lebih

melaksanakan paksaan pemerintah.
dari satu kali.*

Pemberlakuan sanksi

pada hal ini diberlakukan asas administrasi  yang  dilaksanakan

ultimumremedium yang terfulis, dipastikan pagdapenjelasan angka

adminis trasi  dianggap  tidak dengan ketentuan yang menjadi
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dasar dan  azas-azas
umum pemerintahan yang baik
atau (AAUPB). Pejabat yang
melaksanakan sanksi
administratif haruslah memp
unyai kewenangan yang sah
berd asarkan peraturan
perundang-undangan.
Pelaksanaan sanksi ad
ministrasi membuat terbukanya
kesempatanbagi  masyarakat

untukberpartisipasi.

Beberapa  tahapan  sanksi

administrasi yaitu :

a) Tahap memberi teguran,
teguran tersebut harus secara
tertulis.

b) Tahap diterapkan paksaan
pemerintah bisa
dilaksanakan dengan teguran
tertulis atau tanpa teguran
tertulis. paksaan pemerintah
dilakukan tanpa teguran

tertulis jika suatu
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pelanggaran yang terjadi
memberikan akibat pencemaran
yang cukup besar dan memberikan
ancaman yang  serius  bagi

lingkungan.

¢) Pembekuan izin lingkungan adalah

tahap antara atau pengkondisian.
Setelah pemilik atau penanggung
jawab usaha mendapat peringatan
dan tidak mematuhinya.
pemberlakuan sanksi administratif
yaitu pembekuan izin lingkungan
dilaksanakan jika penanggungjawab
usaha dan kegiat an tidak

mengindahkan atau  melakukan

paksaan pemerintah.

d) Tahap Pencabutan izin lingkungan

atau izin perlindungan dan pengel
olaan lingkungan hidup dilakukan
jika penanggungjawabusaha atau
kegiata n tidak mengindahkan atau
melakuk an  sanksi  paksaan

pemerintah.

e) Denda administratif adalah



tahap memberikan beban

sejak pelaksanaan paksaan

pemerint ah tidak
dilaksanakan.

Saran

1. Pakar Hukum  Pidana

Lingkungan dan Legislator

harus memiliki suatu

kesamaan pandangan
mengenai keberadaan asas
ultimum remedium  ini,
agar semua persoalan

lingkungan hidup tidak

serta merta diterapkan
hukum pidana yang mana
nantinya akan
memberatkan upaya

penegakan hukum pidana

itu sendiri.

2. Pemerintah, masyarakat

ataupun penanggungjawab

usaha atau kegiatan harus
yang dilakukan pemeri

ntah ataupun masyarakat
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untuk wapddngbekalkan

usaha atau penanggungjawab kegia
tan agar dapat mencegah terjadinya

suatu kerusakan lingkungan hidup.
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